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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Moto : 

Jika kamu merasa ujianmu sangat berat, itu artinya kamu adalah hamba 

Allah SWT yang kuat sehingga cobaan atau ujiannya pun berbeda. Justru 

dengan ujian tersebut, ketika kamu berhasil melewatinya, Allah SWT akan 

menaikkan derajatmu ke tempat yang lebih mulia.  

(QS. Al-Baqarah Ayat 286) 

 

Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari 

keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. 

Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya. 

(Lenang Manggala) 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali 

mereka mengubah keadaan mereka sendiri. 

(QS Ar Ra’d 11) 

 

 

 

 Kupersembahkan Untuk 

1. Ayah Ibu Tercinta 

2. Saudara-saudaraku Tercinta 

3. Teman-Temanku  

4. Almamaterku  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang melakukan 

program pembangunan nasional secara berkesinambungan dan terus menerus. 

Demi tercapainya pembangunan   nasional,   maka   penyusunan   program   

pembangunan   tersebut mengikuti  suatu  pola  atau  tatangan  yang  telah  

ditentukan  di  dalam  pemerintah negara Indonesia (Rezlyanti, 2016). Sumber 

pembiayaan untuk melakukan kegiatan pembangunan nasional dan pengeluaran 

pemerintah yang berasal dari dalam negeri yaitu sektor Pajak. Hal ini dikarenakan 

pajak merupakan sumber dana terbesar bagi Negara  yang terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun.  

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan kas Negara dari iuran 

rakyat dan tidak mendapat imbalan secara langsung berdasarkan undang – 

undang, untuk membayar pengeluaran pemerintah dan melancarkan kegiatan 

pembangunan untuk kepentingan dan kesejaheteraan masyarakat yang adil, dan 
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makmur. Oleh karena itu sangat diperlukan dari segi pemungutan dan 

pengelolaannnya.  

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang memberikan 

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggaraan Otonomi daerah menurut 

Undang undang Dasar 1945. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan agar 

daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangga sendiri, dan menjadi 

daerah yang mandiri. Pemerintah daerah dapat menunjukan kemampuan 

kemandirian keuangan untuk membiayai pembangunan, kegiatan pemerintahan, 

dan pelayanan kepada masyarakat, yang telah memenuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak dan retribusi daerah. Kemandirian  keuangan  daerah  didasarkan 

pada pendapatan asli daerah yang dihasilkan, bila daerah  tersebut  berhasil  

mengembangkan  potensi riil  yang  ada  tanpa  bergantung  pada  pemerintah 

pusat   maka   daerah   tersebut   dapat   dikatakan mandiri (Sarijan, 2013). 

Otonomi daerah diharapkan dapat membantu daerah agar dapat mandiri untuk 

menuju otonomi penuh. Terdapat faktor untuk meningkatkan kemandirian daerah 

yaitu salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan 

Perkotaan.  

Menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (PDRD) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat 

diberlakukan sejak 1 Januari 2011 dengan menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat ke Pajak 

daerah merupakan langkah yang ditempuh pemerintah guna untuk mewujudkan 

pembangunan nasional yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan 
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menetapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Menurut Megawati (2015), 

desentralisasi fiskal adalah suatu proses pemberian anggaran dan tingkat 

pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk 

mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. Pemungutan   PBB-P2   sebagian 

besar akan dikembalikan ke daerah dengan sistem bagi hasil dengan     persentase     

64,8%     untuk     daerah kabupaten/kota,   16,2%   untuk   daerah   provinsi,   9% 

sebagai biaya pemungutan dan 10% merupakan bagian pemerintah   pusat   yang   

dikembalikan   lagi   kepada daerah   kabupaten/kota   diseluruh   wilayah   

Indonesia (Undang – undang  Nomor 28 Tahun 2009). Menurut Sunyoto dan 

Hidayanti (2011), kebijakan tarif  yang  diambil  oleh  suatu  kabupaten/kota  juga  

hendaknya   mempertimbangkan   kondisi   ekonomi   masyarakat  di  wilayahnya  

agar  tidak  menimbulkan  gejolak di kemudian hari. Kendati demikian, dengan 

pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah   

kabupaten/kota   sehingga   diharapkan  mampu  meningkatkan  PAD-nya. 

Terdapat 5 Jenis PBB yakni P2 dan P3. PBB  sektor  Perdesaan  dan  

Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan 

Pertambangan  (P3)  masih  menjadi    pajak    pusat. Peralihan  PBB-P2  dari  

pajak  pusat  ke  pajak  daerah tentunya memberikan peluang dan tantangan 

tersendiri dalam  memaksimalkan  penerimaan  PBB-P2.  Peluang yang  bisa  

diperoleh  dari  peralihan  PBB-P2  dari  pajak pusat ke pajak daerah untuk 

pemerintahan kabupaten/kota  sendiri adalah penerimaan  dari  PBB sebesar  10%  

akan  masuk  ke  pemerintah  pusat,  dan 90%  akan  masuk  pada  pemerintah  



22 
 

daerah  (Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999). PBB-P2 merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap pemerintah daerah. Sangat 

diperlukan pengelolaan potensi PBB-P2 yang baik untuk membantu pemerinah 

daerah dalam mencapai target PBB-P2 sesuai potensi yang sudah ada dan 

diharapkan penetapan target tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan 

PBb-P2 kabupaten/kota. 

Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kota Palembang, yang 

mengharuskan wajib pajak membayar dengan kenaikan 300 - 400 persen. Dengan 

kebijakan ini, pemerintah kota menargetkan pendapatan asli daerah tembus 1,3 

Triliun tahun 2019. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan perkotaan 

yang mencapai 300 – 400 persen dengan menyesuaikan Nilai Jual Objek pajak, 

dimana kondisi NJOP saat ini masih jauh di bawah harga pasaran tanah wajar di 

kota Palembang, penyesuaian ini dilakukan terhadap pajak bumi, bukan pajak 

bangunan, sehingga perlu adanya penyesuaian. (https://finance.detik.   

com/properti/d-4560525/warga-kaget-pbb-kota-palembang-naik-hingga-300.) 

Maka Pemerintah kota Palembang mengeluarkan Undang-undang Nomor 

51 Tahun 2019 yang secara umum mengatur tentang, Stimulus diberikan untuk 

setiap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dalam bentuk pengurangan otomatis, 

terhadap kenaikan atau selisih pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

yang terhutang dari tahun 2018. Stimulus yang dimaksud adalah pengurangan 

otomatis terhadap besarnya kenaikan pajak terutang, yang ditetapkan pada tahun 

2019 dibanding pajak terutang tahun 2018 sebagai perangsang bagi wajib pajak 
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dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. (Undang-

undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2019. Badan Pengelola Pajak Daerah, 

Palembang). 

Kebijakan untuk menaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan dengan menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak menimbulkan pro dan 

kontra bagi masyarakat kota Palembang, karena tidak adanya sosialisasi tentang 

kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan tingginya tarif 

pajak yang diberikan, sehingga masyarakat akan terbebani, kepatuhan masyarakat 

menurun terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan wajib 

pajak tidak mau membayar sepenuhnya. (https://www.antaranews.com/  

berita/881305/polemik-kenaikan-pajak-bumi-bangunan-palembang-300-persen). 

Tujuan dari pembentukan peraturan walikota yaitu untuk memberikan 

stimulus, atas pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang naik akibat penyesuaian NJOP dengan nilai pasar wajar, dan 

untuk mengatur pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

perkotaan yang tidak memberatkan masyarakat sehingga tidak menimbulkan 

gejolak sosial. Pemberian Stimulus dibagi mulai dari Buku satu sampai Buku 

enam. Buku satu dan Buku dua dengan tarif Rp.25.000 – Rp.300.000 akan 

diberikan stimulus 100 persen, dari selisih kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya, sedangkan Buku Tiga dan 

Buku empat dengan tarif Rp.300.000 – Rp.5.000.000 diberikan stimulus 75 

persen, dari selisih kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

https://www.antaranews.com/%20%20berita/881305/polemik-kenaikan-pajak-bumi-bangunan-palembang-300-persen
https://www.antaranews.com/%20%20berita/881305/polemik-kenaikan-pajak-bumi-bangunan-palembang-300-persen
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dan Perkotaan tahun sebelumnya. Kemudian Buku lima dengan tarif Rp.5.000.001 

diberikan stimulus 55 Persen, dari selish kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya, dan terakhir Buku enam 

dengan tarif lebih dari Rp.100.000.000 diberikan stimulus 20 persen, dari selisih 

kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 

sebelumnya. (Undang-undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2019. Badan Pengelola 

Pajak Daerah, Palembang) 

Marlinda dan Alia (2017), melakukan penelitian terhadap Potensi pajak 

Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan 

Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa kota Yogyakarta dapat meningkatkan otonomi daerah 

melalui optimalisasi penetapan target dan pencapaian Pendapatan PBB-P2 karena 

potensi PBB-P2 yang bisa dieksplorasi. Tingkat kontribusi PBB-P2 ke PAD 

Yogyakarta antara 2006 - 2015 rata-rata 16,15%, sedangkan kontribusi PBB untuk 

PAD - P2 antara 2006 - 2015 rata-rata 3,85%. 

Raudhatun dan Wida (2017), melakukan penelitian Terhadap Analisis 

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. Hasil 

Penelitian ini Menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan PBB-P2 di 

kabupaten Aceh Besar meningkat setiap tahunnya dengan penetapan target tahun 

yang sama. Kontribusi PBB-P2 untuk pendapatan asli daerah telah meningkat dan 

menurun, pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya yang 
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hanya 2,06% dan dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2016 kontribusinya 

bahkan turun menjadi 1,96% masih dikategorikan sangat kurang. 

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “POTENSI PENINGKATAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN DITERAPKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 51 TAHUN 

2019” dan Mengambil Lokasi Penelitian di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 

Palembang. 

 

1.2.  Perumusan Masalah  

Bagaimana Potensi Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dengan diterapkannya Undang – undang Nomor 51 Tahun 2019 di 

BPPD Kota Palembang. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peningkatan pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan diterapkannya Undang – 

undang Nomor 51 Tahun 2019 dan dengan diterapkannya Undang – undang 

Nomor 51 tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus diharapkan dapat 

meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar Pajak. 
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1.4. Manfat penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dalam Penelitian ini sebagai berikut : 

a. Manfaat Teortis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan wawasan, serta memperluas literatur tentang Potensi 

Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan dengan diterapkannya Undang-

undang Nomor 51 Tahun 2019. 

b. Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti 

yang dijabarkan sebagai berikut: 

1) Bagi Akademisi 

Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan 

pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. 

2) Bagi Pembuat Kebijakan  

Sebagai pertimbangan agar dapat membuat kebijakan selanjutnya 

mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.   

3) Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah 



27 
 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan kebijakan yang telah 

ditetapkan untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotan.  

4) Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai potensi 

peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan 

dengan diterapkannya undang – undang Nomor 51 tahun 2019 serta 

menambah referensi mengenai topik ini dan salah satu persyaratan yang 

harus ditempuh untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Sriwijaya. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini 

mengemukakan lima bab yang secara garis besar tersusun sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan  

 Bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjabarkan teori utama yang relevan dengan konteks penelitian.   

Teori yang dijabarkan dalam bab ini adalah teori Potensi serta penjabaran 
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seputar pajak seperti pengertian pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Fungsi 

Pajak, Penggelompokan Pajak, Teori yang mendukung Pemungutan 

Pajak. Selain itu, dijabarkan pula mengenai Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Walikota Palembang mengenai 

yaitu Undang-undang Nomor 51 Tahun 2019, penelitian terdahulu, dan  

kerangka pikir penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menjabarkan ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 

 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Bab ini menjabarkan hasil dari wawancara dan analisis data penelitian       

dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan analisis data yang 

dilakukan. 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 

Bab ini menjabarkan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang bisa 

dijadikan sebagai bahan evaluasi. 
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